
a. hahwa untuk melaksanakan ketentuun Pasal 181 ayat (I) Undung­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 lentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tuhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang­
Undang, kepula Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwnkilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
Persetujuan bcrsamu ;

b. bahwa Runcangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendaputan dan
Belnnju Daeruh (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
huruf u, merupakan perwujudan dari Rencana Kerju Pernerintah Daerah
Tuhun 20 II yung dijabarkan kedalarn kebijakan urnum API3D serta
prioritas dan pia fun anggaran yang telah disepakati bersama untara
pemerintuh duerah dengan DPRD;

c. bahwo berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pad a huruf a
dan huruf b. perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggorun Pendupatnn dan Belanja Daerah Knbuputcn Kaimana Tahun
Anggaran 20 I I:
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2. Undnng-Undung Nomor 18 tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi
Duernh (Lcmhnrun Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tumhnhan l.embaran Negarn Republik Indonesia Nomor 3685)
sehagail11una tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
:W(I(I Nomor 24(, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia
Nomor 4048);

3. Undung-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehun Hak
Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undung Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lemburan Negura Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambuhan Lcmburan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang Undung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Pnpua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135).

6. Undung Undang Nomor 26 Tnhun 2002 tentang Pernbentukan
Kubuputen Snrrni, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan.
Kabupaten Ruja Arnpat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Woropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten
Teluk Bintuni, Kobupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua
(Lembaran Negura Tahun 2003 Nomor 129).

7. Undang-Undung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lernbarun Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Tambuhun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 len lang Pcrbenduharaan Negara
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5.
Tambahnn l.cmbarnn Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 len lang Pernbcntukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4389;

10. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
PengcJolaun dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66. Tarnbahan l.cmbaran
Negaru Rcpublik Indonesia Nomor 4400;

II. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Pcrcncanaan
Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 442 I);

I. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 NOl11or62,
Tambahun Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569:

Mengingat
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12. Undung-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125,
Turnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437)
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nornor 3 Tabun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerab menjadi Undang­
Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor
108, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia nornor 4548);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

14. Peraturan Pemcrintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tarnbahan
Lemburan Negura Republik Indonesia Nomor 4090;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Ncgara RepubJik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118.
Tambuhnn l.embaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Pcruturun l'emcrintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang retribusi Daerah
(Lemburun Ncgara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119.
Tumbahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peruturun Pcmerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokolcr dun Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Il.embaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tamabahan
Lembaran Negaru Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimuna telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20{)S tentang
_Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenteng
Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

18. Peraturan Pemerintah Nomur 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembarun Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemcrintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahuri 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambnhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):

21. Peruturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimhangan (Lembaran Negaru Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor I:l7. 'Inmbahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor
4575):



34. Peraturan Dacrah Kabupaten Kaimana Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Orgunisasi dun Tata Kerja Distrik dan Kelurahan Kabupaten Kaimana

33. Peraturnn Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Organisasi dun Tata Kerja Dinas Oaerah Kabupaten Kaimana;

32.l'cruluran Daeruh Kabupaten Kairnana Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga'Teknis Daerah Kabupaten
Kaimnna;

30. Permuran Ducrah Kabupaten Kaimana Nomor '5 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peruturan Ducrah Kabupaten Kairnana Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Orgunisusi dan Tata Kerja Sekrctariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rukyat Daerah Kabuputcn Kaimana:

29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan APBO Tahun Anggaran 20 II;

22. Peruturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

23. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4577);

24. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578):

25. Peraturan Pcmcrintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pcdornan
Penyusunan dan penerapan Standar Penerapan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tumbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Perubahan kcempat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nnmor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemcrintah.

28. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 200() tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah;



(4) Lain-lain pendapatan daeruh yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dan jenis pendupatan :
a. Hibah sejumlah Rp, 900.0()().OOO,-
b. Dana Darurat sejumlah Rp, 0.-
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0,-
d. Dana Penyesuaian dun Otonorni Khusus sejumlah Rp. 67.558.002.574,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejurnluh Rp. 78.108.518.675,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 392.068.120.000,-
c. Danu Alokasi Khusus sejumlah Rp. 39.938.000.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebugaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :
a, PajukDaerah sejumlah Rp, 615.700.000,-
b. Retribusi Daerah sejumloh Rp. 1.281.210.000,-
c. Hasil Pengeloluan KekuyaanDaerah yang Dipisahkan 4.000.000.000.-
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 791.000.000,-

(J) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimak.sud daJamPasa! 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumJahRp. 6.687.910.000,-
b. Dona Perirnbangan sejumlah Rp, 510.114.638.675,-
c. Lain-loin Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 68.458.002.574,-

Sisa Lebih Pembiayuan Anggorun tahun Berkenaan : Rp.734.115.459,-

Rp.(1.500.000.000),­
(-)

l'cmbiuyann Netto

0,-
1.500.000.000,­

(-)

Pernbiayuun Daeruh:
a. Pencrimuan Rp.
b. Pcugclnurun Rp.

3.

Rp. 585.260.551.249,­
Rp.583.026.435.790,-

Rp. 2.234.115.459,-Surplusl(Defisit)

1. Pendapatan Daerah
2. BeJanjaDaerah

Anggaran Pendapatan dun Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2011

Menetapkan

MEMUTUSKAN :



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufb terdiri darijenis pembiuyaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000.·
c. Pernbayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,-
d. Pemberian pinjarnan dacruh sejumlah Rp. 0.-

(2) Penerirnaan sebagaimanu dimnksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
u. Sisa Lebih Perhitungan Anggarun Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah

Rp.O.-
b. Pencairan dana cadungun sejumlah Rp. 0.-
c. Hasil penjuulan kekayaan Ducruh yang dipisahkan sejumlah Rp. 0.-
d. Penerimaan pinjaman dacruh sejurnlah Rp 0.-
e. Penerimaan kembali pembcriun pinjaman sejumlah Rp. 0.-
f. Penerimaan piutang daeruh sejumlah Rp. 0.-

(I) Pembiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal l terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 0.-
b. Pengeluaran sejumluh Rp, '.500.000.000,-

Pasal4

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp, 62.060.887.750,-
b. Belanja Belanja Barang dan Jasti sejumlah Rp. 216.556.423.637,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 139.860.093.273,-

(2) Belanja tidak langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis
belunju :
a. Balanju Pcgawai sejumlah Rp. K7.975.731.130.-
b. Bclanja Bunga sejumluh Rp. 0.-
c. Belanja Subsidi scjumlah Rp. 0.-
d. Belanja Hibah sejumluh Rp. 8.614.500.000,-
e. Belanja Bantuan Sosi u1sejumlah Rp.63.763.800.000,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0,-
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 2.695.000.000,-
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000.-

(I) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a, Belanja Tidak Langsung sejurnlah Rp. 164.549.031.130.-
b. Belanja l.nngsung sejumlah Rp. 418.477.404.660.-

Pasal3

e, Bantuan Kcuangan duri Provinsi atau dari Pemerintah Oaerah lainnya sejumlah
Rp.O.-



Bupati menetapkan peruturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belunja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pual6

12. Lampiran XII Daftar dana cndangan daerah;dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjamnn daerah dan obligasi daerah.

II. Lampiran XI Dafter Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnyn yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

10. Lampiran X Daflar perkirann penambahan dan pengurangan asset lainnya;

9. Lampiran IX Dafter Perkiruan Penambahan dan Pengurangan ASc:tTetap Daeruh:

8. Lampiran VIII Daflar Penyenuan modal (investasi) daerah;

7. Lampiran VII Daflar piutang Doerah;

6. Lampiran VI Daftar Jumluh Pegawai Per Oolongan dan Per Jabatan;

5. Lampiran V Rekapitulosi Belnnju Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintnhan Dacmh dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

3. Lampiran III Rincinn APBO menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Bclnnju dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urutan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

I. Larnpiran I Ringkasen APUD;

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal l, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
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LEMBARAN OAERAII KAIlUPATENKAJMANATAHUN201l NOMOR51

AWAL,M.Si
iBI'lInaarrAMA MUDA

,...wi1fftU7111198510 1002

Diundangkan dalam Lembaran Daernh Kabupaten
Nomor 51 Tanggal 27 Januari 201 J

Peraturan Daerah inimulai berlaku peda tangga1 diUDdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyn, memerin1ahlcan pengundanganPeraturan Daerah ini deDgan
penempatannya dalam Lembarnn Ooerah.
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